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ABSTRAK

Salah satu dalam mewujudkan kesejahteraan desa, Peraturan Menteri
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi dalam hal ini
membentuk pendampin desa untuk mendampingi desa baik dalam perencanaan,
pelaksanaan dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan memberdayakan
masyarakat desa. Keberadaan pendamping desa sangat lah penting dalam
mendampingi desa untuk mewujudkan kesejahteraan desa. Penyusun bertujuan
untuk mengetahui peran, mikanisme dan kendala-kendala pelaksanaan
Pendampingan desa. Penyusun melakukan penelitian di kecamatan Guluk-Guluk
Sumenep.di  karenakan keberadaan pemerintah setempat hanya kurang
memperhatikan pembangunan yang ada di desa tersebut sehingga tidam
memfokuskan pada infrastruktur pembangunan misalnya penerangan dan
penerangan jalan. Tentu sangat menarik untuk di teliti khususnya dalam
pendampingan desa, bagaiamana kerjasama antara pemerintah desa dan
pendamping desa.

Untuk menjawab permasalahan tersebut diatas, peneliti menggunakan
penelitian Yuridis-Empiris yakni berupa penelitian lapangan (field reseach)
dengan pendekatan yuridis-impiris. Data yang diambil langsung melalui
wawancara dan melalui telaah pustaka serta kajian atas peraturan-peraturan
terkait. Penelitian ini bersifat deskriptif-analistik yakni mengurai fakta-fakta,
situsai atau kejadian-kejadian dan menganalisisnya dengan teori dan logika
hukum..

Hasil penelitian pelaksanaan pendampingan desa di Kecamatan Guluk-
Guluk berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan
Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang pendamping desa, adanya
pendampingan desa dapat diketahui apakah sesuatu berjalan dengan rencana atau
sesuai dengan instruksi yang telah ditentukan, dapat diketahui kelebihan dan
kelemahan dalam bekerja dan dapat ketahui juga apakah bekerja secara efektif
atau tidak. Namun, berdasarkan fakta yang ada dilapangan bahwa keberadaan
pelaksanaan pendampingan desa maupun pendamping lokal desa belum maksimal
dalam melaksanakan pendampingan desa, vyaitu Kurangnya tenaga ahli
pendamping desa dalam memfasilitasi perumusan kebijakan terkait dengan
pemberdayaan masyarakat desa, keterbatasan pengalaman dan pengetahuan dalam
mengorganisasi pelaksanaan program dan kegitan di desa, masih kurang tenaga
ahli  pendampingan desa yang kurang profesional dalam perencanaan,
pelaksanaan, pengelolaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di desa .
sehingga jelas pelaksanaan pendampingan desa yang ada di kecamatan Guluk-
Guluk kurang maksimal dalam menjalankan pelaksanaan Pendampingan Desa.
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A

BAB |
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam perjalanan ketatanegraan Republik Indonesia, desa telah
berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu di lindungi dan
diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga
dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan
dan pembangunan menurut masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.
Oleh karena itu keadilan menjadi syarat bagi terciptanya kebahagiaan
hidup untuk negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu
diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga Negara
yang baik, demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada
jika peraturan hukum itu mencerminkan bagi pergaulan hidup antar warga
negaranya.’

Sejak di tetapkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, dimana pemerintahan daerah adalah penyelenggraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi
dan tugas pembantuan dengan perinsip otonomi seluas-luasnya dalam

sistenm dan prinsip Negara kesatuan republik Indonesia tahun 1945.°

Maka daerah di beri keleluasaan untuk menekankan prinsip-prinsip

'Moch. Solekhan, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi

Masyarakat,(Malang:Setara Press, 2014), HIm.13

HIm.153

2 Moh.Kusnardi Dkk, Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: Sinar Bakti, 1998),

® Pasal 1 Angka 2 UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah



demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan serta dengan
memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Maka UU ini sebagai
landasan hukum bagi setiap daerah yang mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat dalam pembangunan daerah.

Tujuan reformasi dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia
salah satunya meningkatkan pelayanan kesejahteraan masyarakat.* Begitu
pula dengan implementasi dari otonomi daerah adalah sebagai upaya
mewujudkan Kkesejahteraan rakyat, melalui peningkatan, pelayanan,
pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta meingkatkan daya saing
daerah.® Tentu di sini penerapan kebijakan otonomi daerah sebagai upaya
untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan publik
merupakan tugas pokok dari pemerintahan guna memenuhi kebutuhan
masyarakat agar pelayanan publik tersebut dapat berjalan secAra efektif
dan efisien. Maka dalam pemerintahan desa juga di perlukan adanya
pendamping desa mengingat pemerintahan desa paling dekat dengan
masyarakat masing-masing tentu keberadaan pendamping desa sesuai
dengan tujuan pendamping desa yaitu meningkatkan kapasitas, efektivitas
dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan desa.

Dalam UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri
Desa No. 3 tahun 2015 tentang Pendampingan Desa memberikan
keistimewaan bagi masyarakat dan bertambah dengan adanya kebijakan

pemerintah yang berkaitan dengan perangkat desa. Meskipun sudah ada

* Busrizalti, Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implementasinya, (Yogyakarta: Total
Media 2013), HIm.27
® Huruf A UU No 32 Tahun 2004



tentang peraturan perangkat desa, namun masih banyak kejanggalan dalam
menjalankan pemerintah di desa seperti halnya pendampingan desa yang
di rasa kurang efektif dalam menjalankan pendampingan desa.

Tentu keberadaan pendamping desa ini harus bergerak cepat dalam
membangun strategi dalam menuntaskan kemiskinan dan mengurangi
kesenjangan social, tentunya sasaran adalah pembangunan fisik dan sarana
prasarana desa dengan tujuan membuka seluas luasnya terhadap
pembanguan desa.

keberadaan pendamping desa dibentuk guna menyelenggrakan
urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat desa setempat. seperti
halnya dalam Peraturan Menteri Desa No.3 tahun 2015 tentang pendaping
desa bahwa pendamping desa adalah bertugas mendapingi desa dalam
penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.’®
dalam hal ini tugas pendamping desa adalah’

1. Mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan
pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan
masyarakat desa.

2. Mendampingi desa dalam melaksnakan pengelolaan pelayanan
social dasar, pembangunan usaha ekonomi desa, pendayagunaan
sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana

prasarana, dan pemberdayaan masyarakat desa.

®Lihat Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Trasmigrasi
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.
" Pasal 11Peraturan menteri desa Nomor 3 Tahun 2015



3. Melakunan peningkatan kapasitas bagi pemerintah desa, lembaga
kemasyarakatan desa dalam hal pembangunan dan pemeberdayaan
masyarakat desa.

4. Melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok
masyarakat desa.

5. Melakukan peningkatan kapasitas bagi kader pemberdayaan
masyarakat desa dan mendorong terciptanya kader-kader
pembangunan desa yang baru.

6. Mendapingi desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara
partisipatif.

7. Melakukan koordinasi pendampingan desa di tingkat kecamatan
dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh camat
kepada pemerintah dareah kabupaten/kota.

Pasal 78 UU No 6 Tahun 2014 tentang desa dijelaskan bahwa
pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan desa dan
kualiatas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui
pemenuhan kebutuhan dasa, pembangunan sarana prasana desa,
pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya
alam dan lingkungan secara berkelanjutan.? Tentunya selaku pendamping
desa perlu melakukan proses pengawasan dan perlu dirumuskan dengan

pendekatan yang tepat dan dilakukan secara kreatif, inovatif dan menjadi

® pasal 78 UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa



bagian dari proses pemberdayaan dan tanggung jawab sosial diantara
warga masyarakat dalam pembangunan desa.

Terbentuknya pendamping desa merupakan hasil dari reformasi
sebagai upaya dari perwujudan demokrasi di tingkat desa. Pendamping
desa mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam pemerintahan desa
yaitu menggali dan dan menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
dalam pembangunan kawasan pedesaan secara partisipatif serta
peningkatan kapasitas bagi pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan
desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
Sehingga di tingkat menjadi tumpuan harapan masyarakat terhadap
program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya
bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa sendiri.

Aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang telah mampu di gali dan di
tampung oleh pendamping desa tidak akan mampu di salurkan jika tidak
terdapat kerjasama antara pendamping desa dan pemerintah desa yang
harmonis, dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat yang kemudian
akan berimbas kepada pembangunan itu sendiri seperti halnya di
Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Kumenep dengan wilayah dataran
rendah, mata pencaharian masyarakatnya mayoritas adalah petani, belum
ada kebijakan pemerintah dengan pembangunan desa, selain dari bidang
infrastruktur dan melaksanakan program pemerintah, pemerintah daerah

provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten.



Peneliti sangat tertarik melihat atas perkembangan perkembangan
pedesaan, seharusnya mengarah pada peningkatan kesejahteraan
masyarakat pedesaan melalui pemberdayan masyarakat desa.
Pemberdayaan masyarakat berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber
daya manusia terutama dalam membentuk dan merubah perilaku
masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan taraf hidup
yang berkualitas.

Fenomina yang sangat menarik untuk dikaji dengan permasalahan
ini adalah pelaksanaan pendampingan desa di kecamatan Guluk-Guluk
desa payudan dungdang dan payudan karangsokon, secara geografis
terletak di paling barat sebelum desa batu ampar dan desa bakeong yang
memiliki potensi yang sangat strategis dengan mata pencaharian yang
sebagian penduduknya mata pencahariannya petani karena besar luas
tanah yang berjumlah sangat besar.

Selain itu, ketidakmampuan sarana prasarana dan infrastruktur
ekonomi dalam menampung pada lulusan lembaga pendidikan yang ada di
desa berakibat pada timbulnya pengangguran. Maka peran pemerintah
desa dan pendampig desa Untuk menimalisir dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, maka dilakukan program pemberdayaan, salah
satunya melalaui program peningkatan ekonomi produktif yang
melibatakan masyarakat desa, sebagai pembinaan dan pengkoordinasi

jalannya roda pemerintahan, maka pemrintah desa dan pendamping desa



melaksakan pemberdayaan masyarakat dalam pembanguanan, peningkatan
ekonomi produktif dengan masyarakat desa.

Guluk-Guluk merupakan sebuah kecamatan yang wilayahnya hampir
luas dari kecamatan lainnya, selain nama kecamatan, Guluk-guluk juga
dipakai nama desa yang menjadi pusat kegiatan kecamatan. Selain hal
tersebut, di Kecamatan Guluk-Guluk juga mempunyai beberapa desa
yaitu  bakeong, payudan dungdan, payudan karangsokon, payudan
daleman, payudan nangger pordapor, guluk-guluk, penanggungan,
bragung, tambuko, batu ampar desa batu ampar yang terletak antara
perbatasan pamekasan, di desa ini kurang nya infrastruktur pembangunan
yang kurang di perhatikan pemerintah. Seperti halnya infrastruktur jalan,
perlu perhatian yang lebih dari pemerintah desa.” Oleh karena itu
diperlukan kerjasama antara pendamping desa dan pemerintah desa
dengan perbaikan infrastruktur jalan dan penerangan yang setiap
pergantian musim selalu mengalami kerusakan.

Selain itu juga desa Payudan Dungdang dan Desa Payudan
Karangsokon dan desa lainnya juga terdapat desa batu ampar dan desa
bakeong, dari segi pendidikan lebih maju dari desa lain. Di desa Bakeong
Kesadaran pendidikan masyarakat di desa ini lumayan tinggi, Hal ini di
buktikan dengan dukungan masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan desa
dalam bidang pendidikan, namun tidak hanya dalam pendidikan saja

dalam infrastruktur pembangunan juga menjadi isu publik karena

2016

® Laporan kinerja camat guluk-guluk di sekretariat Kecamatan Guluk-Guluk sumenep tahun



kurangnya perhatian dari pemerintah. Hal ini sangat menarik untuk di teliti
khususnya dalam pendampingan desa, bagaiamana kerjasam antara
pemerintah desa dan pendamping desa, di desa ini melihat pertumbuhan
pendidikan di desa ini lebih baik dari desa yang lainnya.

Sesuai dalam Pasal 11 Permen Desa No.3 Tahun 2015 tentang
Pendamping Desa dijelaskan bahwa pendamping desa bertugas
mendapingi dalam penyelenggraan pembangunan desa dan pemberdayaan
masyarakat desa.’® Maka pendaping desa dengan kewenangannya mampu
memenuhi kebutuhan masyarakat, serta memberikan masukan kepada
pemerintah desa berkaitan dengan aspirasi masyarakat. Dari sinilah
kerjasama antara aparat desa, pendamping desa serta pemerintah desa akan
terjalin. Berdasarkan uraian tersebut mengingat sangat perlu kerjasama
antara pemerintah desa dan pendamping desa untuk pertumbuhan
kesejteraan masyarakat dan pembangunan desa, terutama infastruktur
pembangunan jalanan mauapun penerangan jalan di setiap pelosok yang
pada akhirnya juga menentukan kesejahteraan masyakarat serta
mewujudkan desa menjadi desa sejahtera.

Berdasarkan dengan permasalahan yang ada di atas akhirnya dalam
penelitian ini, peneliti memfokuskan terhadap terhadap dua desa yang ada
di Kecamatan Guluk-Guluk yaitu desa payudan dungdang dan desa
payudan karangsokon, karena penulis terpacu dan merasa penting untuk

melakukan penelitian tentang bagaimana mekanisme pelaksanaan

19 pasal 11 UU No 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa.



pendampingan desa yang ada di kecamatan Guluk-Guluk terutama dalam

masalah pembangunan penerangan jalan dan pembangunan jalan dalam

mewujudkan kesejahteraan desa, kemudian penulis akan menyusun
penelitian tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul ¢ Telaah Yuridis

Terhadap Pelaksanaan Pendampingan Desa Dalam Mewujudkan

Kesejahteraan (Studi Kasus Di Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten

Sumenep)”.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah pelaksanaan pendampingan desa di Kec. Guluk-Guluk
Kabupaten Sumenep telah sesuai dengan Peraturan Menteri Desa
Nomor 3 Ttahun 2015?

2. Kendala-kendala apa saja yang ada dalam pelaksanaan pendamping
desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kec. Guluk-
Guluk Kab.Sumenep?

C. Tujuan Dan Kegunaan

a. Untuk mengetahui peran pendamping desa dalam tugas pelaksanaan
pendamping desa dalam mewudkan keesejahteraan desa di Kec.
Guluk-Guluk Kab.Sumenep

b. Untuk mengetahui kendala apa saja dalam pelaksanaan pendamping
desa di Kecamatan Guluk-Guluk Sumenep.

D. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan secara teoritis



1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dan
pemahaman bagi para pembaca terkait pelaksanaan pendampingan
desa.di Kecamatan Guluk-Guluk berdasarkan Undang-Undang 3
tahun 2015 tentang pendampingan desa.

2. Sebagai sumbangan bagi khasanah ilmu pengetahuan di bidang
hukum tata negara dalam pengembangan pendidikan ilmu hukum
khususnya mengenai pelaksanan pendampingan desa

b. Kegunaan secara praktis

1. Berguna untuk memberikan masukan kepada pihak yang menjadi
pendamping desa agar dapat meningkatkan pelaksanaan
pendampingan desa untuk mewujudkan desa sejahtera.

2. Berguna untuk bahan perbandingan dan refrensi dalam
mengadakan penelitian selanjutnya secara lebih luas dan
mendalam, kaitannya dengan penelitian yang berkaitan dengan
pelaksanaan pendampingan desa.

E. Telaah Pustaka
Sebelum melakukan proses penyusunan proposal skripsi ini penulis
telah melakukan telaah pustaka untuk mencari literatur yang berhubungan
dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Kajian pustaka adalah
proses umum yang dilakukan untuk mendapatkan teori terdahulu dan
mencari kepustakaan yang terkait dengan tugas yang segera dilakukan,

lalu menyusun secara teratur dan rapi untuk dipergunakan dalam
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keperluan penelitian.** Adapun karya-karya dari penelusuran penulis di
antaranya:

Skripsi Ulfatul Istiglaliyah dengan judul®“ Kerjasama Pemerintah
Desa dan Badan Permusyawatan Desa (BPD) dalam pembanguan desa di

kecamatan Rubaru Sumenep.”*?

menitik beratkan kepada pembangunan
infastuktur dan pelaksanan program dari pemerintah, pemerintah daerah
provinsi, maupun pemerintah daerah kabupaten. Dalam skripsi ini lebih
melihat kepada kerjasama pemerintah desa dan BPD dalam
pemabangunan infrastruktur pemerintah desa dengan BPD namun Tidak
menjelaskan bagaimana pelaksanaan pembangunan desa. Sedangakan
penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun lebih menerangkan
mengenai pelaksanaan pendamping desa.

Andi Apriansyah Dalam skripsinya “Upaya peningkatan kemampuan
aparat desa dalam melaksanakan tugas administrasi pemerintah di desa
watusa kematan puriala, kabupaten konawe”.'® menjelaskan tentang
keberadaan aparat desa yang di serahi tugas dibidang administrasi,
menduduki yang sangat penting karena sebagai organ pemerintahan yang
paling bawah mengetahui secara pasti segala kondisi dan permasalahan

yang ada di wilayahnya, maka input pada pemerintah kecamatan yang

menyangkut berbagai keterangan dan informasi sangatlah dibutuhkan

! Consuelo G Sevilla, Pengantar Metode Penelitian, (Jakarta: Ui Press, 1993), HIm.31

2 Ultaul Istigamah, “Kerjasama Pemerintah Desa Dan Permusyawaratan Desa (BPD)
Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep)”, Skripsi,
Fakultas Syariaha dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

¥Andi Apriansyah, Kemampuan Aparat Desa Dalam Pelaksanaan Tugas Administrasi
Pemerintahan Desa, Skripsi, Fakultas IImu Administrasi Universitas Lakindende Konawe, 2011
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dalam pengambilan kebijkasanaan daerah maupun nasional untuk
pembangunan masyarakat menyeluruh.

Skripsi Dyah Ayu Pupitasari dengan judul “ kewenangan masyarakat
desa dalam rangka memajukan perekonomian masyarakat desa
berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.”
menjelaskan tentang bagaiamana kewenangan desa dalam perekonomian
masyarakaty desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
desa™®. Namun dalam penelitian ini menitik beratkan terhadap pelaksanaan
pendamping desa kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep dalam
pendampingan masyarakat di bidang pembangunan desa serta
pemberdayaan masyarakat desa sesuai dalam peraturan menteri desa
Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa.

Skripsi Ibnu Jalal“ Tingkat Keteladanan Kepala Desa Terkait
Kinerjanya Dalam Melaksanakan Program Pembangunan Desa (studi
kasus di teluk wetan kecamatan welahan kabupaten jepara)” menejelaskan
bagaimana peran kepala desa dalam penindak lanjuti pembangunan desa
yang dapat mempengaruhi kesadaran masyarakat yang ada di desa teluk
wetan kecamatan welahan kabupaten jepara.’> Namun dalam penelitian ini

terkait dalam pelaksanaan pendamping desa di kecamatan Guluk-Guluk

Y Dyahayu Puspita, “Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Rangka Memajukan

Perekonomian Masyarakat Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Desa”,Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2015

' Ibnu Jalal, “Tingkat Keteladalan Kepala Desa Terkait Kinerjanya Dalam Melaksanakan

Program Pembangunan Desa (Studi Kasus Di Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten
Jepara)”, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2015
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Kabupaten Sumenep berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun
2015 tentang pelaksanaan Pendamping Desa.
F. Kerangka Teoritik
1. Teori kesejahteraan

Negara modern adalah personifikasi dari hukum. Artinya Negara
dalam segala aktifitasnya senantiasa didasarkan pada hukum. Negara
dalam konteks ini lazim disebut sebagai Negara hukum. Dalam
perkemabangan pemikiran mengenai Negara hukum, dikenal dua
kelompok Negara hukum formil dan hukum materil. Hukum materil ini di
kenal dengan juga dengan istilah welfarestate atau Negara kesejahteraan.*®

Konsep negara hukum mengalami perubahan menjelang abad XX
yang ditandai dengan lahirnya konsep negera hukum modern (Welfare
state ), dimana tugas negara sebagai penjaga malam dan keamanan mulai
berubah. Negara tidak boleh pasif tetapi juga aktif turut serta dalam
kegiatan masyarakat, sehingga kesejahteraan bagi masyarakata terjamin.
Adanya larangan bagi pemerintah untuk campur tangan dalam urusan
warga negar, baik di bidang sosial ekonomi maupun bidang lainnya.,
bergeser kearah gagasan baru bahwa pemerintah harus bertanggung jawab
atas kesejahteraan rakyat. Menurit Miriam budhiharjo, perubahan konsepsi
negara hukum itu terjadi anatara lain karena banyaknya kecaman terhadap

akses-akses dalam industrialis dan sistem kapitalis, tersebarnya paham

1% Soemardi, “Teori Umum Hukum dan Negara: Dasar-Dasar llmu Hukum Normative
Sebagai IImu Hukum Deskriptif-Empirik”, (Bandung:Bee Media Indonesia, 2010), him.225
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sosialisme yang menginginkan pembagian kekuasaan secara merata serta
kemenangan beberapa partai sosialis Eropa.*’

Konsep negara kesejahteraan menjadi landasan kedudukan fungsi
pemerintah dalam negara modern. Negara kesejahteraan merupakan
antitesis atau lawan dari konsep negra normal (klasik), yang didasari oleh
pemikiran untuk melakukan pengawasan yang ketat untuk penyelenggraan
negara khususnya eksekutif.

Menunjuk pada spicker, negara kesejahteraan dapat didenifisikan
sebagai sebuah sistem kesejhteraan sosial yang memberi peran lebih besar
pada negara atau pemerintah (untuk mengalokasikan sebagian dana publik
demi menjamin terpenuhnya kebutuhan dasar warganya).*®

Hakikat Negara kesejahteraan dapat digambarkan keberadaannya
sebagai pengaruh dari hasrat manusia yang mengharapkan terjaminnya
rasa aman, ketentraman, dan kesejahteran agar tidak jauh kedalam
kesengsaraan.*®

Negara dinilai dan diuji berdasarkan tujuan-tujuan yang dapat
direalisir oleh Negara. Konsep tujuan Negara itu tidak akan dapat
diwujudkan tanpa keterkaitan dengan fungsi Negara, yaitu cara bagaimana
tujuan Negara itu direalisasikan®®. Seiring perkembangan kenegaraan dan

pemerintahan, ajaran Negara hukum yang kini dianut oleh Negara-negara

7 Nikmatul Huda, Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi, (Yogyakarta:UlI
Press, 2007) HIm.56

'8 Ridwan, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta:PT.Radja Brafindo, 2006), him.8

19 Soetiksno, Filsafat Hukum, (Jakarta:Pradnya Paramita,1976), HIm.88

“Alwi Wahyudi, lIlmu Negara dan Tipologi Kepemimpinan Negara, (Yogyakarta:Pustaka
Pelajar, 2014), him.61
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di dunia khususunya setelah perang dunia kedua adalah Negara
kesejahteraan.

Menurut paparan di atas dinyatakan bahwa negara kesejahteraan
mengantarkan pada aksi perlindungan negara terhadap masyarakat
terutema kelompok lemah, seperti orang meskin, cacat, pengangguran, dan
sebaginya. Berkaitan dengan konsep kesejahteraan yang merupakan revisi
konsep dari negara positif, Asshiddigie menguraikan dalam konsep negara
kesejahteraan ini, negara dituntut untuk memperluas tanggung jawabnya
kepada masalah-masalah sosial ekonomi yang dihadapi rakyat.
perkembangan inilah yang perlu dan bahkan harus melakukan intervensi
dalam berbagai masalah sosial dan ekonomi untuk menjamin
kesejahteraan bersama dalam masyarakat.?> Dengan demikian, dalam
hakekatnya negara kesejahteraan dapat di gambarkan keberadaannya
sebagai pengaruh dari hasrat manusia yang mengharapkan terjaminnya
rasa aman, ketentraman dan kesejhteraan agar tidak jatuh kedalam
kesengsaraan.”?

Salah satu tujuan pokok negara kesejahteraan, antara lain adalah.

1. Mengontrol dan menggunakan sumber daya sosialndann

ekonomi untuk kepentingan publik.

2. Menjamisn distribusi kekanyaan secara adil dan merata.

2! Jazim Hamidi Dkk, Teori Dan Politik Hukum Tata Negara, (Malang:Total Media,
2008), him.307

22 Sentenoe Kertonegoro, Jaminan Sosial Dan Pelakasanaannya di Indonesia, ( Jakarta:
Mutiara Sumber Widya, 1987) Cet Il, him, 7
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3. Menyediakan subsidi untuk layanan sosial dasar bagi

disadvantage poeple.

4. Menyediakan asuransi sosial ( kesehatan, pendidikan ) bagi

masyarakat.

5. Memberi proteksi sosial bagi tiap warga negara.?

Menurut E.Utrecht, sejak Negara turut serta secara aktif dalam
pergaulan kemasyarakatan, lapangan pekerjaan pemerintah makin lama
makin luas. Negara diserahi kewajiban untuk menyelenggarakan
kesejahteraan umum, agar dapat menjalankan tugas penyelengggaraan
kesejahteraan rakyat. Negara. Negara memiliki kewenangan untuk turut
campur dalam kegiatan sosial guna melaksanakan tugas-tugas untuk
mewujudkan kepentingan umum dan kesejahteraan sosial atau warga

Negara.?*

. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara utama yang digunakan seseorang
peneliti untuk mencapai suatu tujuan cara tersebut di gunakan setelah
peneliti memperhitungkan kelayakan ditinjau dari situasi penelitian
berjalan dengan lancar dan memperoleh hasil yang dapat
dipertanggungjawabkan, maka penelitian ini memerlukan suatu metode
tertentu, metode yang di gunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut.

1. Jenis penelitian

23

2 Ridwan Hr, Hukum Administrasi Negara,..hlm, 15
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Jenis penelitian ini yang di gunakan dalam penyusunan ini
adalah penelitian lapangan (field research), yaitu suatu penelitian
yang dilaksanakan secara intensif terperinci dan mendalam terhadap
objek penelitian dengan bahan bahan dari buku maupun tulisan.?
Penelitian ini dilaksanakan langsung terjun kelapangan untuk
memperoleh data primer yang berhubungan dengan masalah yang
akan di teliti yaitu dengan melakukan wawancara, observasi agar
mendapatkan data yang cukup akurat. Selain itu mengingat penelitian
ini juga merupakan penelitian empiris yaitu penelitian yang bertujuan
memperoleh pengetahuan tentang bagaimana hubungan hukum
dengan masyarakat dengan faktor faktor yang mempengaruhi
pelaksanaan hukum tersebut.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian
deskriptif analitik, yaitu penelitian yang menyelesaikan masalah
dengan cara mendiskripsikan masalah melalui pengumpulan,
penyusunan, analisis data kenmudian di jelaskan dan selanjutnya di
berikan penilaian.?® Dalam penelitian ini penyusun memaparkan
tentang pelaksanaan pendampingan desa untuk mewujudkan desa di
Kecamatan Guluk-Guluk sumenep. Penyusun juga menjelaskan
pelaksanaan pendampingan desa sesuai dengan peraturan menteri

desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Nomor 3

% Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelituian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka
Cipta), him 11
% Riantoadi, Metodologi Penelitian Social dan Hukum, (Jakarta:Gramnit,2004), him. 128
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Tahun 2015 tentang pelaksanaan pendampingan desa, dan UU No 6

Tahun 2014 tentang Desa.

3. Pendekatan penelitian
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini
adalah menggunankan pendekatan yuridis empiris. Yuridis adalah
mengkaji konsep normatif atau peraturan perundang-undangan,
sedangkan empiris adalah mengkaji pada kenyataan yang ada
mengenai pelaksanaan pendampingan desa di kecamatan Guluk-Guluk
Kabupaten Sumenep.?’
4. Bahan dan data
a. Data primer
Data primer merupakan data yang di peroleh langsung dari
sumber data penelitian (narasumber)yaitu kepala desa, kepala
camat dan tokoh masyarakat, pendamping desa, yang sengaja di
pilih untuk memperoleh data informasi yang mempunyai
relevansi dengan permasalahan dalam penelitian.?®
b. Data sekunder
Data sekunder adalah data yang di peroleh melalui studi

kepustakaan,dan dari dokumen publikasi artinya data sudah dalam

27 Achmad Ali dan Wiwie Heryani, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum,
(Jakarta:Prenada Mediagroup, 2012), him 2

%8 | Made Wirartha, Pedoman Usulan Skripsi Dan Tesis, (Yogyakarta:Andi, 2006), HIm
34
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bentuk jadi.*® Data sekunder ini di perlukan untuk melengkapi
data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan.
c. Data tersier
Data tersier pada penelitian ini berupa kamus hukum dan
eksiklopedi hukum.
5. Teknik pengumpulan data
a. Observasi
Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan yang di
lakukan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data dengan cara
mengamati fenomina suatu masyarakat tertentu dalam waktu
tertentu pula. Dengan maksud untuk mendapatkan data yang di
perlukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi.Maksud di sini
penyusun melakukan pengamatan langsung ke lapangan untuk
mengumpulkan informasi data tentang gambaran pelaksanaan
pendampingan desa di Kecamatan Guluk-Guluk Sumenep.
b. Wawancara
Langkah selanjutnya adalah melakukan wawancara. Teknik
pengumpulan informasi data yang berkaitan dengan penelitian
dengan mengajukan pertanyaan dan penjelasan pihak yang terkait
dalam melaksanakan pendampingan desa. Adapun yang akan di

wawancarakan adalah pihak pendamping desa, kepala desa tiap-

2 1bid,him.34
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tiap desa,tokoh masyarakat, serta berbagai desa di kecamatan
Guluk-Guluk Sumenep
c. Dokumentasi
Langkah terakhir yang digunakan adalah mencari dan
mengumpulkan data atau variabel dengan cara intervensasi dan
mempelajari data kepustakaan berupa catatan, transkip, buku-buku
literature, hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya, peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan tentang desa, majalah,
Koran dan internet. Metode ini di gunakan pada saat informasi
yang bersumber dari dokumentasi atau arsip arsip anggota yang
relevan dengan tujuan penelitian.*
6. Pengolahan dan analisis data
a. Pengolahan data
Setelah data diperoleh, maka penyusun melakukan
pengelompokkan data untuk dikaji dan diolah kembali dengan
pengiditan agar data yang sesuai dengan permasalahan dapat di
analisis.
b. Analisis data
Analisis data ini dilakukan dengan menggunakan metode
analisis kualitatif terhadap data primer maupun sekunder. Analisis

data berfungsi untuk menginterpretasikan data-data yang ada

%0 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normative, (Bandung: Raja
Grafindo Persada, 1994), him.12
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£31 metode

kemudian dianalisa menggunakan Metode kualitati
kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang
menghasilkan data diskriptif analisis, yaitu data yang di lakukan
oleh responden secara lisan serta juga tingkah laku yang nyata yang
di teliti dan di pelajari sebagai suatu yang utuh di uraikan dalam

£.32 Dalam

kalimat-kalimat dengan kerangka berfikir dedukti
analisis kualitatif ini penelitian yang temuannya tidak di peroleh
melalui prosedur statistik atau hitungan lainnya.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan yanga akan dibahas pada penelitian ini dibagi
menjadi lima bab yang akan saling berkaitan antara bab satu dengan bab
yang lainnya.

Bab pertama, pendahuluan meliputi: latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka,
kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Hal ini
sangat penting karena merupakan gambaran awal di mulainya penelitian
dan rencana yang dilakukan dalam proses penelitian yang nantinya akan di
lanjutkan penjabarannya kedalam langakah yang selanjutnya.

Bab kedua, mengemukakan tinjauan umum tentang dinamika

pemerintahan desa dalam sistem ketatanegaraan di indonesia,arah poliltik

hukum pemerintahan desa

' Hilman Hadi Kusuma, Metode Pembutan Kertas Atau Skripsi llmu

Hukum,(Bandung:Mandar Maju, 1995), him.99
%2 Mukti Fajar ND, Normatif Dan Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), him.192
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Bab ketiga, membahas tentang tinjauan umum tentang upaya
mewujudkan kesejateraan desa di kecamatan Guluk-Guluk Sumenep, .
Diantaranya membahas tentang gambaran umum tentang pendampingan
desa, pendamping desa di kecamatan guluk-guluk, struktur dan organsisasi
pendamping desa di kecamatan Guluk-Guluk, gambaran umum tentang
kecamatan Guluk-Guluk.

Bab keempat, merupakan analisis terhadap pelaksanaan
pendampingan desa di kecamatan Guluk-Guluk sesuai dengan dengan
Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan
Desa, dan kendala kendala dalam pelaksanaan pendampingan desa.

Bab kelima, penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.
Kesimpulan berisi tentang kesimpulan yang mengemukakan hasil
penelitian. seterusnya saran-saran yang menyampaikan terhadap hasil

penelitian yang di peroleh.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan peraturan di atas melalui adanya pendampingan desa
dapat diketahui apakah sesuatu berjalan dengan rencana atau sesuai
dengan instruksi yang telah ditentukan, dapat diketahui kelebihan dan
kelemahan dalam bekerja dan dapat ketahui juga apakah bekerja secara
efektif atau tidak.

Namun, fakta yang ada dilapangan bahwa keberadaan pelaksanaan
pendampingan desa maupun pendamping lokal desa belum maksimal dan
belum sesuai dengan apa yang ada dalam PeraturanMenteriDesa,
Pembangunan Dan Daerah Tertinggal Dan TransmigrasiNomor 3 Tahun
2015 tentangPendampingDesa.

Adapun ketidaksesuaian pendampingan desa dengan peraturan
Menteri Desa No.3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa antara lain:

1. Kurangnya tenaga ahli pendamping desa di tingkat kecamatan
namun yang ada hanyalah pendamping lokal desa.

2. Kurang maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu
dalam pengembangan kapasitas, kaderisasi dan pengorganisasian
masyarakat.

3. Keterbatasan pengalaman dan pengetahuan dalam mengorganisasi

pelaksanaan program dan kegitan di desa masih kurang
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4. Kemampuan berkomunikasi dengan baik masih kurang sehingga
kerjasama dengan aparat pemerintah desa kurang.

5. Kurangnya tenaga ahli pendamping desa dalam memfasilitasi
perumusan kebijakan terkait dengan pemberdayaan masyarakat
desa. sehingga jelas pelaksanaan pendamping desa yang ada di
KecamatanGuluk-Guluk tidak sesuai dengan Peraturan Menteri

Desa.

6. Tenaga ahli pendamping desa baik lokal maupun kecamatan belum
melakukan  pendampingan dalam melakukan  penyusunan
rancangan program Kerja.

7. Tenaga pendamping desa kurang profesional dan kurang
memahami tentang fungsinya sebagai pendamping desa
Adapun kendala atau penghambat dalam pelaksanaan pendamping

desa.

1. Partisipasi masyarakat desa
Partisipasi masyarakat tergolong kurang dalam hal ini terbukti
masih ada masyarakat desa yang tidak peduli, lebih sibuk, merasa
canggung dan tidak berani menyampaikan pendampatnya dalam
melakukan berbagai usulan secara langsung kepada pemerintah
desa maupun pendamping desa sehingga proses dalam
pemberdayaan mewujudkan kesejahteraan desa menjadi terhambat.

2. Ketersediaan fasilitas
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Tidak tersedianya fasilitas yang mendukung dalam setiap kegiatan
rapat desa maupun penyuluhan pertanian, seperti papan tulis,
komputer maupun lainnya.
3. Belum ada pendamping desa.

Belum dibentuk pendamping desa di tingkat kecamatan Guluk-
Guluk sehingga yang berperan aktif hanyalah pendamping lokal
saja.! Kemudian apabila ada permasalahan dalam mejalankan
tugasnya sebagai baik itu kelalaian dan segala macamnya maka hal
itu akan di tindak lanjuti oleh kecamatan untuk di beri peringatan

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan di atas maka penyusun memberikan
saran kepada pendamping desa di kecamatan maupun pendamping lokal
desaserta pemerintah desa untuk meningkatkan kinerjanya dalam

melaksanakan pendampingan desa.

1. Pendamping Desa maupun Pemerintah  Desa harus memiliki
ketenagakerjaan yang bersifat profisional dalam melaksanakan
kenerjanya.

2. Pendamping Desa maupun pendamping lokal desa dan Pemerintah
Desa harus memiliki peran dan fungsi dalam mendampingi program

kelancaran yang telah di susun oleh pemerintah desa baik dalam

"Wawancara Dengan Dengan Wakil Sekretaris Camat Guluk-Guluk Bapak Abdul Hasan
Pada Tanggal 18 Juli 2016
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pembangunan maupun dalam segala hal yang ada di pemerintahan

desa.serta ikut berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakata desa.
3. Pendamping Desadan Pemerintah Desa harus mengawal segala hal

yang di aspirasikan oleh masyarakat dan memiliki tanggungjawab

yang lebih besar dalam melakukan kinerjanya.

Sedangkan untuk kendala Pendampingan Desa yang ada di
Kecamatan Guluk-Guluk belum ada pendamping desa di tingkat kecamatan
namun, yang ada Pendamping Lokal Desadan tenaga ahli perangkat desa di
berbagai desa di kecamatan Guluk-Guluk sehingga sangat penting kepada
pendamping lokal desa untuk pro aktif dalam menjalankan tugas dan

fungsinya dan memaksimalkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
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10.

Wawancara Untuk Kepala Desa

Apa visi misi kepala desa?

Apakah di desa ini sudah terdapat pendamping desa ?

Apa tanggapan anda terhadap adanya pendamping desa? apakah dapat
membantu kinerja pemerintahan desa?

Bagaimana hubungan dan kerjasama antara pemerintahan desa dengan
pendamping desa?

Bagaima bentuk kerjasama anatara pemerintah desa dengan pendamping
desa? apakah melalui jalan voting atau musyawarah musakat?

Apakah keberadaan pendamping desa sudah sesuai dengan peraturan
menteri desa?

Apa saja hambatan-hambatan pelaksanaan pendamping desa?

Apakah keberadaan pendamping desa dapat mewujudkan kesejahteraan
desa?

Apa peran fungsi pendamping desa ?

Upaya apa yang dilakukan pendamping desa jika terjadi berbagai

hambatan?



10.

11.

12.

Wawancara Untuk Pendamping Desa

Sebagai pendamping desa apa yang anda ketahui tentang pendamping
desa?

Apa dasar hukum pelaksanaan pendamping desa dalam melaksanakan
tugasnya?

Apa tugas dan fungsi pendamping desa?

Bagaimana kinerja pendamping desa?

Apakah pendamping desa selalu melakukan pendampingan terhadap
pemerintahan desa?

Bagaiaman bentuk, konsep dan metode pelaksanaan pendamping desa?
Bagaiamana caranya untuk mewujudkan desa sejahtera?

Apa program pendamping desa?

Apakah pendamping desa, selalu ikut dalam musyawarah rencana
pembangaunan desa?

Apa saja hambatan-hambatan pemdaping desa dalam melaksanakan tugas
dan fungsinya?

Bagaiaman upaya mengatasi hambatan-hambatan dalam melaksanakan
pendampingan desa?

Bagaimana peran dan fungsi pendamping desa?



Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat

. Apakah anda mengetahui pendamping desa?

. Apakaha pendamping desa dan pemerintahan desa sudah melakukan
sosialisasi tentang pendamping desa?

. Apakah keberadaan desa dapat lebih baik dari sebelum adanya
pendamping desa?

. Apakah saudara sudah tahu program pendamping desa?

. Apa peran pendamping desa itu?

. Apa tanggapan anda terhadap adanya pendamping desa?

. Apakah anda tahu tentang metode dan konsep pemdamping desa?

. Apakah anda selalu ikut dalam dalam musyawarah perencanaan

program pemerintahan desa?
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i. Tenaga Pendamplng P'hafmﬁa!, rang masih aktif ( Peratihan darl
Fasifitator PNPM-MPd), SPT herlaku sejak tanggal 4 Januari 2016 5/d 31
Maret 2016. merraﬁf:-- )

Tenaga Pendamping meuhcm, hasil rekrutmen Tahun 2015, SPT
haﬂuku sejak tanggal 26 :I-tmﬂ 2016 s/d 31 Maret 2016, Lampiran 2.

Untuk melaksanakan tugas seagaimans ‘posisi dan lokasi Pendampingan Pelaksanaan UU
Deésa o, & Tahun 2014 pada Tahun 2016.

Surat Perintah Tugas dapat dibatalkan sebefum tanggel tersebut manakala yang
N mmm diri dan_atau diberhentikan /[ Pemutusan Hubungan Kerfa

: B werfa dan atay Pelanggaran Kode Etk maupun dikarenakan
vabkar taﬂ&dhsﬁ Pemutusan Hubungan Kerja.

Pembfavaam rsng timbul dari SPT ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) TA 2016 dengan nomor : OIFA-067.03.3.350111/2016 tenggal 7
Desember 2015, pada alckasi anggarar Unit Organisasl (03) Direktorat. jenderal
Pembangunan dan pemberdavaan Masyarakat Desa, Provirs! {05) Jawa Timur, dengan Kode
Satuan Kerja (350111} Badan Pemberdayaan Masvarakat Provinsi Jawa Timur, mefaful
sumber dana pinjaman luar regeri selama 3 bulan,

Demikian Surat Perintah Tugas (SFT} inl ditetapkan untuk dipergunakan dan jika
terdapat kekeliruan akan diperbaik sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : Surabava
Pada Tanggal : 25 Januar! 2016

NIP. 19560826 198301 1 003
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Nomor
Sifat

Lampiran :
Perihal

Sumenep, 09 Pebruari 2016

:412.6/ 67 /435.205/2016 Kepada
: Penting

1 (satu) berkas Yth. Sdr. Camat se Kabupaten Sumenep
: Penyampalan Surat Perintah Tugas di

(Sri)Fencampriges.. - . ; SUMENEP

Menindaklanjuti surat Kepala Bapemas Provinnsi Jawa Timur tanggai 25

Januari 2016 Nomor 414.3/611/206/2016 perihal Penempatan Tenaga
Pendamping Provesional P3MD, maka dengan ini disampaiakan hal-hal sebagai
berikut :

1.

Para Tenaga Pendamping Profesional Program Pembangunar dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) terhitung mulai tanggal 26 Januari
2016 ditugaskan di wilayan Saudara (daftar terlampir);

Periode kontrak kerja para Tenaga Pendamping Profesional 3 (tiga) bulan :

a. Tenaga Pendamping Profesional, yang masih aktif (Peralihan dari
Fasilitator PNPM-MPd), SPT berlaku sejak tanggal 4 Januari 2016 sampai
dengan 31 Maret 2016;

b. Tenaga Pendamping Profesional, hasil rekrutmen Tahun 2015, SPT berlaku
sejak tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan 31 Maret 2016

Perfu kami sampaikan pula, berdasarkan Peraturan Menteri Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015

Tentang Pendamping Desa Bab 1I pasal 12 disebutkan, Pendamping Desa

melaksanakan tugas mendampingi Desa meliputi :

a. Mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pementauan
terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;

b. Mendampingl Desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan Bpsil
dasar pengembanganusaha ekonomi Desa, pendayagunaan sumber daya
alam dan teknologi tepat guna, pembangunansarana prasarana Desa, dan
pemberdayaan masyarakat Desa;



Melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintahan Desa, lembaga
kemasyarakatan Desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat Desa; '

. Melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat

Desa;

Melakukan peningkatan kapasitas bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat
Desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan Desa yang
baru;

Mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara
partisipatif; dan

. Melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan

menfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Demikian kami sampaikan untuk menjadi maklum, atas perhatian dan

kerjasamanya disampaikan terima kasih.

TEMBUSAN

Yth. Bapak Pj. Bupati Sumenep
(sebagai laporan)

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN

AT-PEREMPUYAN PAN KELUARGA
AN IUBUPATIN SUMENER

ATAY4
Ol r-'

A M ALY MAS A
Pemb ;" Utama Muda
NIP.19631027 198903 1 006
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SALINAN

MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DESA,

PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
PENDAMPINGAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

Menimbang

Mengingat

REPUBLIK INDONESIA

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 131 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang
Pendampingan Desa;

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5558);

6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi (Lembaran  Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 13);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH

TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG
PENDAMPINGAN DESA.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

10.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui
dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain
dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah
dan ditetapkan secara demokratis.

Unsur masyarakat adalah kelompok-kelompok masyarakat Desa yang
masing-masing kelompok memiliki kepentingan yang sama serta
keterkaitan satu sama lain sebagai anggota kelompok.

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah
musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan
unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan
Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan
nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa,
Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh
Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan
kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan
oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan
Permusyawaratan Desa.

Pembangunan Desa adalah wupaya peningkatan kualitas hidup dan
kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang
diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan
Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna
pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka
mencapai tujuan pembangunan desa.



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
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Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama
pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan
fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa
pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan
di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa
dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan
kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan
keadilan sosial.

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan
kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan
pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta
memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program,
kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan
prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Pendampingan Desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan
pemberdayaan  masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian,
pengarahan dan fasilitasi Desa.

Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah
lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan
merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

Lembaga Adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan
fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang
tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Menteri adalah Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Republik Indonesia.

Pasal 2

Tujuan pendampingan Desa dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

a.

a0

Meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa
dan pembangunan Desa;

Meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat Desa dalam
pembangunan desa yang partisipatif;

Meningkatkan sinergi program pembangunan Desa antarsektor; dan
Mengoptimalkan aset lokal Desa secara emansipatoris.

Pasal 3

Ruang lingkup pendampingan Desa meliputi:

a.

Pendampingan masyarakat Desa dilaksanakan secara berjenjang untuk
memberdayakan dan memperkuat Desa;
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b. Pendampingan masyarakat Desa sesuai dengan kebutuhan yang
didasarkan pada kondisi geografis wilayah, nilai APB Desa, dan cakupan
kegiatan yang didampingi; dan

c. Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah
kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan upaya pemberdayaan
masyarakat Desa melalui pendampingan masyarakat Desa yang
berkelanjutan, termasuk dalam hal penyediaan sumber daya manusia dan
manajemen.

Pasal 4

Pendampingan Desa dilaksanakan oleh pendamping yang terdiri atas:
a. tenaga pendamping profesional;

b. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan/atau

c. pihak ketiga.

Pasal 5

Tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf
(@) terdiri atas:

a. pendamping Desa;

b. pendamping Teknis; dan

c. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 6

Pendamping Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal S5 huruf (a)
berkedudukan di kecamatan.

Pasal 7

Pendamping Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal S5 huruf (b)
berkedudukan di kabupaten.

Pasal 8

Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf (c) berkedudukan di Pusat dan Provinsi.

Pasal 9

Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf (b) berkedudukan di Desa.

Pasal 10

(1) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (c) terdiri dari:

a. Lembaga Swadaya Masyarakat;

b. Perguruan Tinggi;

c. Organisasi Kemasyarakatan; atau
d. Perusahaan.

(2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sumber keuangannya
dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran Pemerintah, pemerintah
daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan/atau Desa.

(3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
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BAB II
TUGAS PENDAMPING

Bagian Kesatu
Pendamping Desa

Pasal 11

Pendamping Desa bertugas mendampingi Desa dalam penyelenggaraan
pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 12

Pendamping Desa melaksanakan tugas mendampingi Desa, meliputi:

a. mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan
terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;

b. mendampingi Desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial
dasar, pengembangan usaha ekonomi Desa, pendayagunaan sumber daya
alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana Desa, dan
pemberdayaan masyarakat Desa;

c. melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintahan Desa, lembaga
kemasyarakatan Desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat Desa;

d. melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat
Desa;

e. melakukan peningkatan kapasitas bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat
Desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan Desa yang
baru;

f. mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara
partisipatif; dan

g. melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan
memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua
Pendamping Teknis

Pasal 13

Pendamping Teknis bertugas mendampingi Desa dalam pelaksanaan program
dan kegiatan sektoral.

Pasal 14

(1) Pendamping Teknis membantu Pemerintah Daerah dalam hal sinergitas
perencanaan Pembangunan Desa.

(2) Pendamping Teknis mendampingi Pemerintah Daerah melakukan
koordinasi perencanaan pembangunan daerah yang terkait dengan Desa.

(3) Melakukan fasilitasi kerja sama Desa dan pihak ketiga terkait
pembangunan Desa.
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Bagian Ketiga
Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 15

Tugas utama Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat mencakup bantuan
teknis keahlian bidang manajemen, kajian, keuangan, pelatihan dan
peningkatan kapasitas, kaderisasi, infrastruktur perdesaan, dan regulasi.

Pasal 16

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
dalam hal teknis pemberdayaan masyarakat Desa, dapat dibantu oleh Tenaga
Ahli Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 17

(1) Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat membantu Pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan
fasilitasi perumusan kebijakan dan peraturan terkait pemberdayaan dan
pendampingan masyarakat Desa.

(2) Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat membantu Pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan
asistensi, menyusun rancangan pelatihan dan fasilitasi pelatihan terhadap
Pendamping Desa, Pendamping Teknis, Kader Pemberdayaan Masyarakat
Desa dan pihak ketiga.

(3) Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat membantu Pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam hal
melaksanakan pengendalian pendampingan dan evaluasi pendampingan
Desa.

Bagian Keempat
Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 18

(1) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa bertugas untuk menumbuhkan dan
mengembangkan, serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya
gotong royong.

(2) Dalam hal tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kader
Pemberdayaan Masyarakat Desa melibatkan unsur masyarakat, yang
meliputi:

kelompok tani;

kelompok nelayan;

kelompok pengrajin;

kelompok perempuan;

kelompok pemerhati dan perlindungan anak;

kelompok masyarakat miskin; dan

A

kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial
budaya masyarakat Desa.
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Pasal 19

(1) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa mendampingi Kepala Desa dalam
hal pengorganisasian pembangunan Desa.
(2) Dalam hal pengorganisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kader
Pemberdayaan Masyarakat Desa melakukan pengorganisasian terhadap:
a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrasruktur dan
lingkungan Desa antara lain:

1. tambatan perahu;

jalan pemukiman;

jalan Desa antarpermukiman ke wilayah pertanian;

pembangkit listrik tenaga mikrohidro ;

lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan/atau
infrastruktur dan lingkungan Desa lainnya sesuai kondisi Desa.

ok W

b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
kesehatan antara lain:
1. air bersih berskala Desa;
2. sanitasi lingkungan;
3. pelayanan kesehatan Desa dalam bentuk Pos Pelayanan Terpadu
atau bentuk lainnya; dan
4. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.

c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
pendidikan dan kebudayaan yang meliputi:
1. taman bacaan masyarakat;

pendidikan anak usia dini;

balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;

pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan

sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai

kondisi Desa.

SEEE

d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan,
pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi yang
meliputi:

1. pasar Desa;

pembentukan dan pengembangan BUM Desa;

penguatan permodalan BUM Desa;

pembibitan tanaman pangan;

penggilingan padi;

lumbung Desa;

pembukaan lahan pertanian;

pengelolaan usaha hutan Desa;

. kolam ikan dan pembenihan ikan;

10.kapal penangkap ikan;

11.gudang pendingin (cold storage);

12.tempat pelelangan ikan;

13.tambak garam;

14.kandang ternak;

15.instalasi biogas;

16.mesin pakan ternak; dan

17.sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.

XN R LD

O

e. pelestarian lingkungan hidup yang meliputi:
1. penghijauan;
2. pembuatan terasering;
3. pemeliharaan hutan bakau;
4. perlindungan mata air;
5. pembersihan daerah aliran sungai;
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6. perlindungan terumbu karang; dan
7. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.

Bagian Kelima
Pihak Ketiga

Pasal 20

(1) Pemerintah, Pemerintah  Daerah  Provinsi, Pemerintah ~ Daerah
Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan Pihak Ketiga dalam
melaksanakan Pendampingan Desa.

(2) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga swadaya
masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau
perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari
anggaran Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota, dan/atau Desa.

Pasal 21

Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (2) harus melibatkan
Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam hal perencanaan, pelaksanaan,
pemantauan dan evaluasi terhadap program kerja sama.

Pasal 22

Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (2) dapat melibatkan
tenaga pendamping profesional dalam melaksanakan program pembangunan
Desa.

BAB III
MANAJEMEN PENDAMPINGAN DESA

Pasal 23

(1) Rekrutmen Pendamping Desa, Pendamping Teknis dan Tenaga Ahli
Pemberdayaan Masyarakat dilakukan secara terbuka.

(2) Rekrutmen dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di daerah dan ditetapkan
oleh Menteri.

Pasal 24

Kompetensi pendamping Desa sekurang-kurangnya memenuhi unsur
kualifikasi antara lain:

memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat;
memiliki pengalaman dalam pengorganisasian masyarakat Desa;

mampu melakukan pendampingan usaha ekonomi masyarakat Desa;
mampu melakukan teknik fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat Desa
dalam musyawarah Desa; dan/atau

memiliki kepekaan terhadap kebiasaan, adat istiadat dan nilai-nilai budaya
masyarakat Desa.

oo

®
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Pasal 25

Kompetensi pendamping teknis memenuhi unsur kualifikasi sebagai berikut:

a. memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengorganisasi pelaksanaan
program dan kegiatan sektoral;

b. memiliki pengalaman dalam pemberdayaan masyarakat dan
pengorganisasian masyarakat;

c. pengalaman dalam melakukan fasilitasi kerja sama antarlembaga
kemasyarakatan; dan/atau

d. mampu melakukan analisis kebijakan terhadap implementasi program di
wilayahnya.

Pasal 26

Kompetensi Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat sekurang-kurangnya

memenuhi unsur kualifikasi antara lain:

a. memiliki pengalaman dalam pengendalian dan manajemen program
pemberdayaan masyarakat;

b. peningkatan kapasitas dan pelatihan pemberdayaan masyarakat; dan

c. analisis kebijakan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 27

(1) Tenaga pendamping profesional harus memiliki sertifikasi kompetensi yang
diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi.

(2) Sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan
secara bertahap.

Pasal 28

(1) pendamping desa, pendamping teknis dan tenaga ahli pemberdayaan
masyarakat diberikan pembekalan peningkatan kapasitas dalam bentuk
pelatihan.

(2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai
kebutuhan.

(3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat
diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah
Kabupaten/Kota.

Pasal 29

(1) Pendamping melakukan kontrak kerja dengan pihak pemberi kerja.

(2) Pihak pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pemerintah melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

(3) Kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat hak dan
kewajiban pendamping dalam pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 30

(1) pendamping desa, pendamping teknis dan tenaga ahli pemberdayaan
masyarakat diberlakukan evaluasi kinerja.

(2) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara
berjenjang.
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Pasal 31

Pemerintah Desa mengadakan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui
mekanisme musyawarah Desa untuk ditetapkan dengan keputusan Kepala

Desa.
BAB IV
PENDANAAN

Pasal 32

Sumber pendanaan terhadap pendampingan Desa berasal dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi dan Kabupaten.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, tenaga Pendamping Profesional yang
belum memiliki sertifikasi kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi
profesi sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) masih tetap dapat
menjalankan tugasnya selama dua (2) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri
ini mulai berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2015

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MARWAN JAFAR
Diundangkan di Jakarta Salinan sesuai aslinya
pada tanggal 30 Januari 2015 Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd. @M

Fajar Tri Suprapto

YASONNA H. LAOLY

Kepala Biro Hukum dan Humas,

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 160



. KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS [SLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM

. Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840,
Dif ' Fax.(0274)545614
http://syariah, uin-suka ac.idY cgyakarta35281

|
SURAT IJIN PENELITIAN

" No. : B-/¥2¥/Un.02/DS.I/PN.00/ € 1016 Yogyakarta,15 Juni2016
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada

Yth.Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta-
Cq.Kepala BASKES BANGLINMAS DIY

di. Yogyakarta

Assalamu’alaikumwr.wb.
Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada

Bapak/Tbu untuk memberikan izin kepada mahasiswe Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No . Nema NIM JURUSAN
L MOHMOHLIS 12340104 IH

Untuk mengadakan penelitian di Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep guna
mendapatkan data dan informasi dalam rangka Pemulisan Kerya Tulis Iimiah (Skripsi) yang
berjuddl“TELAAH YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PENDAMPINGAN DESA
DALAM MEWUJUDKAN KESEJEHTERAAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN GULUK-
GULUK KABUPATEN SUMENEP)”

Demiikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasarmanya kami ucapkan terimakasih

Wassalamu® alaikurnwr. wh,

Tembusan :
~ Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



PEMERINTAH PROVINS! JAWA TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN PUTAT INDAH MO.1 TELP. (031} - 5677935, 5681207, 5675493
SURABAYA - (60189)

REKOMENDASI PENELITIAN/SURVEYIKEGIATAN
Momor : 070 / 8474/203.3/12016

Jasar + 1. Peraturan Menteri Dalam Neger Nomor & tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi
Fenalilian, sebagaimaia lelah diubah dencan Feraturan Menteri Dalam Negerd Nomor 7 tahun 2014
lentang Perubahan alet Peraturan Menterd Dalany Negerd Nomor 64 tahun 2011

2. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomgr 103 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretarial, Bidang,
Sub Bagiar dan Sub Bdang Badan Kesatuan Bangsa dan Polfik Provingt Jawa Timur,

Menimizang 1 Suqat Kepala Bakesbeng dan Poliik Provinsi Dreral Istimewa Yogyakarta 8nggal 22 Junl 2016 Nomor
074/1318/Kesbangpeli2016 perihal Rekomendas! Peaeliian atas nama Moh. Mohlis

Gubernur Jawa Timur, membetikan rekomendasi kepada :

a Mamz : Mah, Mahlis

b. Alamat ; Dan. Serbung RT3 RW B Guiuk-gulck, Sumensp

c.Peketjaanilabatan . Mahasiswa

d. InstansiiC-ganizasi 1 Universitas fstam Negerl Sunan Kalijaga Yogyakara

e.Kebangsaan : Indonesia

Untuk mefakukan penelitian/survey/kegiatan dengan

a. Judu| Progosal . “Telaah Yundis terhadap Pelaksanaan Pendampingan Desa dalam mewujudkan Kesejzhieruan
{Studi Kaus di Kecamatan Gulut-guluk Kabupaten Sumenep)’

b. Tujuan : Permononan dala dan wawanoara'Skrpsi

¢. Bidang Panelitan * Hukum

d.Dosen Pembimbing . Ach. Tahir §HI, SH., MLL, M., Ma
e. AnggotalPeserta 2
{. Waldu Penelitian ;o dbulaa

i Lokasi Penelitan . Kabupaten Sumenep
Lengan Ketentuan 1, Barkewajiben menghormall dan mentaati peraturan dam tata terio di dasrah setempat [ Jokasi
peneliian/surveylkegiatan;

2, Pelaksanaan penelitizn agar tidak disalahgunakan untuk tujuan te tentu yang dapat mengganigy
kesiabian keamanan dan ketertiban di daerahdokasi setampat |

3. Wajib melasorken hasil penslitan dan sejenisnya kepada Gubernur Jawa Timur melalul Badan
Kesatuan Bangsa dan Palitk Provingi Jawa Timur dalam kesempatan pertama.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Surabaya, 27 Juni 2016

an. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA OAN POLITIK
PROVI WA TIMUR
Tidaya, Poliik

7 Tembusan : Barrt inerTr
< ¥ih, 1. Gubemur Jawa Timur (sebacal laporar); SHLIAL g Ry 1012
2. Kepala Bakesbang dan Politk FProwinsl Daerah : o
\stimewa Yogyakaria di Yogyakarla;
3. Yang Be-sangkutan.




PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
J1. Jenderal Sudirman No 5 Yo ~ 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 22 Juni 2016

: Kepada Ytt. :
Nomor  : 0O7V4/1818/Kesbangpol/2016 : Gubernur Jawa Timur
Perihal : Rekomendasi Penelitian Up. Kepala Badan Kesbangpol
: Provinsi Jawa Timur
SURABAYA
Mamperteatikan surat :
Dari : Fakulias Syar'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nomor : B-1424/Un.02/DS /PN O0/E/2016

Tanggal ¢ 15 Juni 2016

Perihal i Permohanan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat
diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk mejaksanakan riset/penelitian
dalam rangks penyusunan skripsi dengan judul proposal :"TELAAH YURIDIS
TERHADAP PELAKSANAAN PENDAMPINGAN DESA DALAM MEWUJUDKAN
KESEJAHTERAAN (STUDI KASUS ©Of KECAMATAN GULUK=GULUK
KABUPATEN SUMENEP)" kepada :

Nama : MOH. MOHLIS

NIM r 12340104

MNo. HP/ldentitas : 081813552800 f 3529090607808003

FrodifJurusan :  limu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukurm, Unhversitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta

Lokasi Panalitian : Kec. Guluk-Guluk, Kab, Sumenep, Pray, Jawa Timur

Waktu Penelitian : 27duni s.d 30 September 2016

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang ‘erkait dapat
memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaafi peraturan dan tata tertib yang beraku di wilayah
riset/penelitian;

Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada
kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;

Menyerahkan hasil dset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.

Surat rekomendasi ini depat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan
menunjukkan sural rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
sebelum berakhirnya surat rekomendasi inj,

Rekomendasi ljin Risel/Penelitan ini dinyatakan tidak berlaku, apabila temyata
pemegang tidak mantaati ketentuan tersebut di atas,

Demikian untuk menjadikan maklum.

L

Tembusan disampaikan Kepada Yih
1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Swari'ah dan Hukum Universitas Islam Neger Sunan Kalijaga Yogyakarta;

@ Yang bersangkutan.




PEMERINTAH PROVINS! JAWA TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN PUTAT IMDAH NO.1 TELP. (031) - 5677935, 5681297, 5675493
SURABAYA - (60189)

REKOMENDASI PENELITIAN/SURVEY/KEGIATAN

Nomor : 070 / 8474/203.3/2016

Dasar ¢ 1. Peraturan Menteri Dalam Neger Nomor 64 tahun 2011 tentang Pedomay Penerbitan Rekomendasl
Penelitian, sebagaiman. telah diybah dengan Peraturan Menteri Dalam Neger Nomor 7 tahun 2014
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemor 64 tahun 2011 :

2. Peraturan Gubemur Jawa Timur Nomor 101 Tahun 2008 tentang Uralan Tugas Sekretariat, Bidang,
5ub Bagian dan Sub Bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provins! Jawa Timur,

Menimbang *  Surat Kepala Bakesbang dan Poliik Provinsi Daera~ Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Juni 2016 Nomor !
(074/1918/Kesbangpol/2016 perihal Rekomendasi Penelitian atas nama Moh. Mahlis

Gubemur Jawa Timur, memberikan rekomendasi kepada :

a.Namg i Moh. Motilis

b. Alamat . Dsn. Serbung RT 3RW 8 Guluk-guluk, Sumenep

t. Peketjaan/Jabatan i Mahasiswa

d.InstansifOrganisasi  :  Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
& Kebangsaan \ Indonesia

Untuk melakukan penelitian/survey/kegiatan dengan :
4, Judul Proposal i “Telaah Yuridis terhadap Pelaksanaan Pencampingan Desa dalam mewujudkan Kesejahteraan
(Stud| Kaus di Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep!”

b. Tujusn . Permohonan data dan wawancara/Skripsi

¢. Bidang Peneliian : Hukum

d.Dosen Pembimbing  :  Ach. Tahir SHI, SH., MLL, M., MA

& Anggnta/Peserta e

f. Wakty Penelitian ¢ 3bulan

. Lokas| Penelitian : Kabupaten Sumenep

Dengar ketentuan 1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / lokasi
penelitian/survey/kegiatan;

2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu
kestabilan kearvanan dan ketertiban di daerah/lokasi setempat ;

3. Wajib melaporkan hasil penelitian dan sejanisnya kepada Gubernur JJawa Timur melaki Badan
Kesatuan Bangsa dan Politk Provinsl Jawe Timur dalam kesempatan pertama,

Demikizn rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperfunya.

Surabaya, 27 Juni 2016

Tembusan :
Yth. 1. Gubernur Jawa Timur {sebagal laporan);
2 Kepala Bakesbang dan Polik Provinsi Daeran
Istimewa Ycgyakarta di Yogyakarta;
3, Yang Bersengkutan.




PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN

PERLINDUNGAN MASYARAKAT
. Trunejovo No: 141 # (D32B) 662 203 - 662 123
SUMENEE

Kode Pos 69417
Sumenep, 01 Jull 2016

Homor P 072/ &S00 J435.206/2016 Kepada
Sifar : Penting Yth.  Sdr. Camat Guluk - Guluk Kak,
Lampiran : - Sumenep.
Perihal i Rekamendasi Penzlitian/ di -
Survey /Research ; SUMENEP

Berdasarkan Surat Rekomendasi Penelitian dari Badan Kesatuar Bangsa dan
Politik Provinsi lawa Timur ;

Tanggal ¢ 27 Juni 2014
Mo : D70/B474/203.3/2016

Hersemaint dibericahukan bafwa :

Mama Penapggung jawalk : MOH. MOHLIS

MNP M 112340104

Alamat ¢ Dusun Serbung RT, 003 RW. (B Desa Bakeang Kec. Guluk -
Guluk Kab. Sumenep.

Pekerjaan : Mahasiswa

Kehanpgsaan ¢ Indomnesia

Bermaksud untuk mengadakan Penelitian/Survey/Research/Pengambilan Data/
Peakitoleilepja-bapangan (Kabah-Kerja-byata-tkdT di wilayah kerfa Saudara !

Judu : TELAAH YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN
PENDAMPINGAN DESA ALAM MEWUUDKAN
KESEJAHTERAAN ([ Studi Kasus Di Kecamatan Guluk-
Gulak Kahupaten Sumenep ) -

Peserta ioa

Waktu ;01 Juli s/d 30 September 2014

Mengharap bantuan Saudars dalam rangka keglatan terseput dan afas
kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Tembusan ;
¥th, 1, Sdr. Bapak Bupatl Snmenep (Sebagai ; L
Laporan). Pembina Utama Muda
Sdr, Kepala Badan Kesatuan Bangsa NIP. 19581215 198002 1 018
dan Polidk Jawa Thmur. . L

3, 8dr. yang bersangkutan,



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENZP
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN

PERLINDUNGAN MASYARAKAT
JI. Truncjoyo No. 141 % (0328) 662 203 - 662 128
SUMENEP

Fode Pos 69417
Sumenep, 01 Juli 2016
Nomaor : 072/ S04 /435.206/2016 - Kepada
Sifat : Penting Yth, Sdr. Camat Gufuk - Guluk Kab,
Lampiran : - Sumenep,
Parilia) : Rekomendasi Penelitian/ di -
Survey/Research SUMENEP

Berdasarkan Surat Rekemendasi Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Provinsi Jawa Timur :

Tanggal : ZT funi 2016
Nomor : 070,/8474/2033/2076

Bersama ini diberitahiikan bahwa |

Nama Penanggung Jawab  : MOH, MOHLIS

NP M 112340104

Aldmat : Dusun Serbung RT. 003 RW. 08 Desa HBakeong Kec. Guluk -
i Guluk Kab. Sumenep,

Mekerjaan ¢ Mahasiswa

Kebangsaan : Indonesia

Bei‘mak:sud untuk mengadakan Penelitian/Survey/Research/Pengambilan Data/
Halﬂek—ﬂw}a—h&p&ng&nﬁ:uha-h-ﬁeﬁe%aw i wilayah kerja Saudara :

Judul : TELAAH YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN
PENDAMPINGAN DESA DALAM MEWUJUDKAN
KESEJAHTERAAN ( Studi Kasus Di Kecamatan Geluk-
Guluk Kabupaten Sumenep )

Peserta e
Waktu : 01 uli s/d 20 September Z016

Mengharap bantuan Saudara dalam rangks lkegiatan tersebut dan atas
kerjasamanya disampailan terima kasih.

Ter_?zbusﬂn ]

¥ih. 1, Sdr. Bapak Bupatl Sumenep (Sebagai
Laporan].
2. Sdr. Kepala Badan Kesatuan Bangsa NIP 1953,1,;:{ 198003 1 015
- dan Politik Jawa Timar, o

/ Sdr. yaag be rsangkutan.

-

Bira Hi;".{f.'n‘.ll._n;_"nul'l.ﬁg.*l'



Momor
Sifat
Lampiran
Perihal

PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

KECAMATAN GULUK-GULUK

i1 Raya Guluk-Guluk Nomor 02 Telp. (0328) 821122
GULUK-GULUK Kede Paos - 60463

Sumenep, =22 Juli 2016

 G72¢ SL24 J435,410/2016 Kepada

Penting " Yth. 1. Sdr. Kades Baklong

e dr. Kades Fayudan Dundang

Rekomendas! Penelitizn/ . 5dr, Kades Payudan Karang Sokon
Sunsey/ Research di-~

Menindzklanjutl surat Kepala Badan Kesawan Bangsa, Politik Dan
Perlindungan Masyarakat tanggal 01 Juli 2016 Nomor : 072/500/435.206/201& porihal
Rekomendasl Penelitian/ Surveyy Research , bersama Ini diberitahukan Lahwa:

Nama Penangurg Jawab : MOH., MCHLIS

NIP 1 12340104

Alamat : Dusun Serbung 2T 003 EW 008 Desa Bakiong Kecamatan
Gulyk-Guluk Katupaten Sumanep

Pekerjaar, i Mahasiswa

Kebangsaan : Indonesia

Bermaksud untuk mengadaken Penelitian/ Survey/Research di wilayah kerje
Saudara

Jucul : " TELAAH YURIDIS TERHADAP PELAKSAMAAL
PENDAMPINGAN DESA  DALAM MEWUIUD KAP
KESEJAHTERAAN ( Studi Kasus di Kecamatan Guluk
Geluk Kebupaten Sumenep ) ”

Peserta im

Wakou : 01 Jull sfd 3G September 2016

Mengharap bantuan saudara dslam rangka kegiatan tersebut dan ata
ke-jasamanya disampaikan terima kasih,

Demikian unrtuk menjadi makium.

-

.-"_.'.'J-"_"":-“"-,.
L ERMIT GRLUK-GULUK

e

17 ! P

GULURGLLY

Yth, ¢ 1. Bapak Bupatl Sumenep; fPem

21 B,

3. S¢T,

¢ Sebagai Laporan ) v NI 14650007 198703 1 010
Kepala Bakesbang, Politik dan
Linmas Kabupaten Sumerep;
Yang Bersangkutan,




Nomor
Sifat
Lampiran
FPearihial

¥th. : 1, Bapak Bupat Sumenep; T, Pembina 2"
2, Sdr.

3. Sdr.

PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

KECAMATAN GULUK-GULUK
], Raya Guluk-Guluk Nomaor 02 Telp. (0328) 821122
CULUK-GULUK Keels Fuy 60063

Sumenep, Zz Jull 2016

i 072/ F2E6 [435.410/2016 Kepada ,,
: Penting ° : Yth, 1. Sdr. Kades Bakiong

v 2. Sdr. Kades Payudan Dundang

: Rekomendasi Fenelitiany/ 43 1Sdr. Kades Payudan Karang Sokon

Surveyy Research il 2
-GULUK

Menndakfanjuti surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Polltik Dan
Perlindungan Masyarakat tanggal 01 Juli 2016 Nomor @ 072/500/435.206/201% perihaf
Rekomendasi Panelitian/ Survey! Research , bersama Ini diberitahukan bahwa!

Nama Penangung Jawab : MOH., MOHLIS

NIR 12340104

Alamat ¢ Dusun Serbung RT 023 RW 108 Desa Bakieng Kecamatan
Guluk-Guluk Kabupaten Sumrenep

Pekerjaan : Mahasiswa

Kebangsaan : Indonesia

Bermaksud untuk mengadakan Penelitian/ Survey/Research di wilayah kera
Saudars ;

Judul : " TELAAH YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN
PENDAMPINGAN DESA DALAM MEWUJUDKAN
KESEJAHTERAAN { Studi Kasus aj Kecamatan Guluk-
Guluk Kabupaten Sumenep ) "

Pesertza L

Waktu : 01 Juli s/d 30 September 2C16

Mengharag bantuan saudara dalam rangka kegiatan tersebut dan atas
kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Derpikian unrtuk menjadi makium,

A g ;

o T p———

H o RECAMATAN
GULUK GLrL

( Sebagai Laporan } "NIP={9630907 198703 1 010
Kepala Bakesbang, Folitik dan
Linmas Kabupaten Sumenep;
Yang Bersangkutan,



Nomaor
Shat
Lampiran
Perihal

Yth. ¢ 1. Bapak Bupall Sumenep;
2, &dr.

3. 5dr,

Yang Bersangkutan.

PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

KECAMATAN GULUK-GULUK
JI. Raya Guluk-Guluk Nomor 02 Telp. (0328) 8217122
GULUK*GELUK Kade Pox | 69463

Sumenep, 22 Juli 2016

1 072/ U6 /435.410/2016 Kepada

¢ Penting Yth. 1. Sdr. Kades Bakiong

i @ Sdr. Kades Payudan Dundang

:  mekomendas! Penelitian/ 3. 5dr, Kades Payudan Karang Sokon
SUVEYy Researort s

-------------- GULUK-GULUK

Menindaklanjuti surat Kepala Badan Kesatuan Bangga, Paolitik Dan
Perlindungan Masyarakat targgal 01 Juli 2016 NMomor @ 072/5G0/435.206/2016 perihal
Rekomendas! Penelitien/ Survey/ Research , bersarna ini diberitahukan bahwa:

Nama Penangung Jawab : MOH, MOHLIS

NIP 1 12340104

Alamat : Dusun Serbung RT (03 RW 608 Desa Bakiong Kecamatan
Guluk-Guluk Kabupzten Sumenep

Pekerjdan : Mahasiswa

Kebangsaan : Indenesia

Bermaksud untuk mengadakan Penelitian/ Survey/Research df wilayah kerja

Saudara :

Judul : " TELAAH YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN
PENDAMPINGAN DESA DALAM MEWUJUDKAN
KESEJAHTERAAN ( Studi Kasus di Kecamatan Guluk-
Guluk Kabupaten Sumenep } "

Peserty -

Waktu : 01 Juli s/d 30 September 2016

Mengharap bantuan saudara dalam rangka keglatan tersebut dan atas
keriasemanya disampaikan terima kasih.

Demikian unrtuk menjad maklum,

( Sebagal Laporan ) S NTpE 196t 198703 1 010
Kepala Bakesbang, Folitlk dan
Linmas Kabupaten Sumenep;
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PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN PUTAT INDAH NO.1 TELP. (031) - 5677935, 5681287, 5675493
SURABAYA - (60189)

Surabaya, 27 Juni 2016

Kepada
Nomor . D70/ 847542033/ 2016 ¥th. Bupali Sumenep
Sifat . Biasa Cq. Kepala Bakegbangpol dan Linmas
Lampiran ;1 (salu) berzas di
Parihal . Rekomendasi /Penalitian/ SUMENEP

SurveylKegiatan

Menunjuk surat Kepala Bakesbang dan Politik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal
22 Juni 2016 Nomor | 074/1918/Kesbangpol/2016 perihal Rekomendasi Penelitian, bersama in|
disampaikan dengan hormat Rekomendasi Penelijan/Survey/ Kegiaten dar Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur tanggal 27 Juni 2016 Nomor; C70/8474/203.3/2016 atas
Maoh. Mohlis, dengan judul proposal “Telaah Yurldis terhadap Pelaksanaan Pendampingan Desa
dalam mewujudkan Kesejahteraan (Siudi Kaus di Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumerep!’,
untuk mendapatkan tindak lanjui dari instansi tujuan dan memantau kegiatan penelit,

Demikian untuk menjadikan makium dan terima kasih.

an. KEPALA BADAN KESATUAM BANGSA DAN POLITIK

PRDEINS JAWA TIMUR
Kej @' idang aya Poltik

Tembusan : T PombTR T
Yth. 1. Gubernur Jawa Timur (sebagai laporan); j NIF 185t 0a0A8E5 04 1 012
. Kepala Bakesbang ¢an Politik Provinsi Casrah

Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta.

2
A v




Curriculum Vitae

Nama :Moh.Mohlis

Jurusan :Sumenep, 06 Juli 1992

Alamat Asal :JIn. Raya Ponpes Sumber Manis Dususn Desa bakeong
11 RT.03 RW.08 Desa Bakeong Kec. Guluk-guluk Kab.
Sumenep

Alamat Jogja ‘Wisma Paman Syam 254 Gowok Ambarrukmo

Orang Tua : Mohammad

Riwayat Pendidikan

1. PAUD PonPes Sumber Manis Bakeong : 1997-

2. TK Tarbiyatus Shibyan Sumber Polai  :1997-1999
3. Ml tarbiyatus Shibyan Sumber Polai : 1999-2004
4. MTs Ainul Falah Bakeong : 2004-2007
5. MA Sumber Bungur Pakong Pamekasan : 2007-2010
6. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : 2012-2017

Pengalaman Organisasi:

Osis MTs Ainul Falah

HIMASPA

PMII Fakultas Syariah Dan Hukum
BEM-Ps ILMU HUKUM FSH
LPM ADVOKASIA FSH

SENAT MAHASISWA FSH
ROEANG INISIATIF
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